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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji svukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat
dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daecrah dalam
rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi “Terwujudnya
Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan
visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yaitu menjadi urusan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu “Mewwujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan
Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Dayva Manusia yang Efektif dalam
Memajukan Perekonomian”, Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana
Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan
Kinerja Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja ini di susun sebagai bahan yang dievaluasi dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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KQ@ mbifa fama Muda (IV/c)

NIP. 19750302 200212 1 004

i

Laporan Kinerja BPKAD Kab. Bengkalis 2025 r




DAFTAR ISl

BAB I PENDAHULUAN

A, Latar BelaRangr ... iuesusmisnsinisemmisssisssmssmmain

B:  Makond Gam TUIORIN «iisioviismesmmsiishaiieiitisss i boesiisics
T B 11 s 1 1 T e et B R et LA e PR
D

LS s S

SIrURTUF OFZANHSAST oo ssmsss s sssssssssssss s sssssssssessesssns

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
A.  Rencana Strategis Tahun 2021-2026. . 7

B.  Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..ceev..

BAB III AKUNTABILITAS KINER]A

A, Pengukuran Kinerja s ssessssessssonreas 11
ATTARSTS BARIBTIE. 1o avusssiiaisnssassiosiaiosuoisssssisasmisiastiniansomsissuisiiscsissistisceias 11
LT BT e DA e SRS S e 17

Analisis Efisiensi Penggunaanan Sumber Daya ... 17

m o o0®

Analisis Program/Kegiatan ...........oeissmssemsssssmsmmsosmmsisssssmss 18

BABIV  PENUTUP

e e — ]
taporan Kinerja BPKAD Kab. Fengkalis 2025 i




DAFTAR TABEL

BABI
BAB I
Tabel 2.1 Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun
Tabel 2,2 Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun
2021 -2026 (Prototype] i i i 9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ............ 10
BAR 1l
Tabel 3.1 Capaian Indikator KInerja . i i 11
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 ..., 12
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 .o L2
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 .....ovmmmnne 14
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 .......cuc. 16
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 ... 16
Tabel 3.7 Capaian Kinerja dan Anggaran TA 2025 ... 17

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunana Sumber Daya .. a TR O |

e —
Laporan Kinerfa BPKAD Kab. Bengicalis 2025 lii




BABI
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LKjIF) OCrganisasi

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah dilaksanakan berdasarkan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan capaian

kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas kinerja instansi pemenntah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap
akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian farget kinerja ini
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah,
yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinena
menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang bensi pertanggung-jawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat

1. Memberkan informasi kinerja yang terukur kepada pemben mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapainya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis.

2. Memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar
yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang fransparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

sl Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aser Daerah didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kinerja yang

berarientasi pada hasil yang dicapai.
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B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan

kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah
untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinena kepada seluruh stakeholders.

2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa

mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.

2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD);

3.  Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;

4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D.  Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, berdasarkan Peraturan Bupati
Momor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun
2021 tentanng Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Funngsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi
yang terdiri dan :
1. Kepala Badan;
2.  Sekretariat;
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3.  Bidang Anggaran;
a. Sub Bidang Anggaran |
b. Sub Bidang Anggaran Il
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4. Bidang Perbendaharaan;

a.
b.

Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengeluaran Kas Dasrah

5.  Bidang Akuntansi;

a.

b.

Sub Bidang Akuntansi |
=ub Bidang Akuntansi Il

6. Bidang Aset;

a.

b.

Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

7.  Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang

adalah sebagai berikut -

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemenntashan, yang menjadi kewenangan
daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset

£ Pelaksana tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah (PPKD)

d.  Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah

e.  Pelaksanaan tuniutan perbendaharaan dan tuniutan ganti rugi (TFTGR); dan

f Pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.  Sekretariat

Sekretariat melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang

milik daerah serta kepegawaian dan umum, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

sekretariat mempunyai fungsi -

a.

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian,
penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah,
rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja pemerintah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah;
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b, Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan noram, standar, prosedur dan kritena
perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik
daerah, serta kepegawaian dan umum;

c. Penyelengggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah; dan

d. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun ftertulis
sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait Sekretanat, Sekretanis dibantu oleh kelompok JF.
3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

Bidang anggaran mempunyai fugas memimpin, merencanakan, penyusunan,
melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang anggaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi:

a4 Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
AFBD;

bh.  Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran

¢c. Pengendalian penyusunan anggaran dan;

d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan anggaran, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh
kelompok JF.

4, Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyal tugas memimpin, merencanakan, penyusunan,
melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang
perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas & kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, bidang
perbendaharaan mempunyai fungsi -

a.  Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;

b, Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah

yang berupa kas dan yang setara kas;
¢. Pelaksanaan dan pengendalian pgnerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas

beban rekening kas umum daerah;
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d. Pengelolaan utang piutang daerah;

e.  Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan
dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;

e Penyelenggaraan fungsi lain diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Perbendaharaan, Kepala Bidang Perbendaharaan
dibantu oleh kelompok JF.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait akuntansi dan konsolidasi, analisa data dan
pelaporan, pembinaan akuntansi dan pelaporan konsolidasian kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan

pelaporan mempunyail fungsi:

a. Pengkajian penyusunan, pengusulan dan pengmbangan rencana program/kegiatan
dan anggaran bidang akuntansi dan pelaporan;

b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur akuntansi
dan konsolidasi, analisa data dan pelaporan, serta pembinaan akuntansi dan
pelaporan untuk konsolidasian kabupaten;

¢. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang akuntansi dan pelaporan;
dan

d.  Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesual dengan bidang tugasnya

Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh kelompok JF.

6. Bidang Aset
Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan,
mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang aset.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.

b. Penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik dasrah;
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c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan
pengendalian barang milik dasrah
d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan
barang milik Daerah
e. Penyelenggaraan fungsi lain diberkan oleh Pimpinan baik secara teriulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Aset, Kepala Bidang Aset dibantu oleh kelompok JF.
T Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang
ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

3. Kelompeok JF ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

4. Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil

kerja sesuai jenjang JF masing-masing.
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BAB Ii
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuwangan dan Aset Daerah tahun 2025 mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 — 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.
A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka
menengah yang dibuat oleh perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan
indikatif untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pimpinan Kab. Bengkalis. Renstra berfungsi
sebagai pedoman bagi perangkat dasrah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai

landasan untuk menyusun rencana kerja (Renja) tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun
ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan
yaitu “Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan

aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirimuskan sasaran sebagai wujud

penyelenggaraan urusan, yakni “Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah dan Optimalisasi

Penataan Aset”

1.

Meningkatnya Penatausahaan asset Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran
adalah:
¥v"  Persentase Penatausahaan asset yang tertib dan terukur

v Persentase pemanfaatan kekayaan aset daerah yang menunjang peningkatan PAD

. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran

adalah:

¥v'  Ketepatan wakiu Penyusunan APBD

. Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran dan  bendahara

pembantu yang tepat waktu, dengan indikator sasaran adalah:
¥' Persentase bendahara pengeluaran dan pembantu yang tepat waktu dalam penyampaian

pertanggungg jawaban.

. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah, dengan indikator sasaran adalah:
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¥"  Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1
Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
awsl 2022 2023 2024 2025 2026
(2) {3 (4) (3) {6 {7} (8) (9)
Persentaze Penatausanaan
Terwujudnya Aset yang Tertib dan £0% 50% 55% 60% 65% T0%
Optimalisasi Terukur
Penataan Azet | Persentase Pemanfaatan
Daarah Kekayaan Aset Daerah yan
18 : Y88\ 3mw | a0 | 45% | so% | s5% | 7o
Menunjang Peningkatan
PAD
Meningkatnya
Kualtas
Pengangaran Ketepatan waktu| Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Pemerinth Penyusunan APED wakiu Wkt wakiu wakiu wakiu wakiu

Kabupaten Bengkalis

Terwujudnya
Penyampaian
Pertanggung
Jawaban Bendahara
Pengeluaran  Yang

Persentase bendahara
pengeluaran yang tepat

: 35% 86% 87% 88% 89% 90%
waktu dalam penyampaian

pertanggung jawaban
Tepat Wakiu
Meningkainya Penyelesaian Laporan
Kualitas Laporan | Keuangan Pemerintah Tepat Tepat Tepat Tapat Tepat Tepat
Keuangan Daerah Waktu Wwaktu wakiu wakiu waktu wakiu
Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap wie | wiP | wie | wiP | wrP | wiP

Laporan Keuangan
Meningkatnya
Manajemen yang |, . .

Nilai Akuntabilitas Kinerja

EB EB EE BB EE BB

Ah:un.tah-e_a-] ] T Perangkat Daerah
Berkinesja Baik

Disamping sasaran indicator kinerja diatas pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan sasaran kinerja, berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 sebagai benkut
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Tabel 2.2
Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2025
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Meningkat Fualit P ol
1 i a.r_rj,ra o SRR Indeks Pengelolaan Aset B
Barang Milik Casrah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
2 grany g Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah B
Keuangan Dasrah
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat
3 ghainy g Nilai Akuntabilitas Kinerja 77
Daerah
v T R K Persentase Partisipasi ASN dalam Survei
4 St e PSIPE% | benilaian Integritas (SPI) intemal Perangkat 100%
Perangkat Daerah
Daerah
Nilai Area Pengetolaan BMD pada MCP 955
Kopsurgah KPK
Miai Area Penganggaran Daerah pada MCP
85%
pada Kopsurgah KPK
Meningkainya Pengelolaan Manajemen
] = Py g ! Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah 1 Dokumen
Risiko Perangkat Daerah
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudiah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemben amanah atas
kinena terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dar kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penanjian kinerja menciptakan komitmen tertulis untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan efektivitas pelayanan publik, menjadi dasar evaluasi SAKIP.
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Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja EPKAD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2025
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Meningkatnya Kualitas P lolaan B Mifik
3 eningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Mi Indeks Pengelolaan Aset B
Daerah
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Indeks Pengelolaan HKeuangan B
Daerah Daerah
3 | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Milai Akuntabilitas Kinerja T
. i Persentase Partisipasi ASN dalam
Terwujudnya pencegahan Korupsi pada
4 Pmﬂj HEIFD;;HEEQ PP Survei Penilaian Integritas (SPI) 100%
9 internal Perangkat Daerah
Milai Area Pengelofaan BMD pada 258
MCP Kopsurgah KPK
Milai Area Penganggaran Daerah 255
pada MCP pada Kopsurgah KPK
5 Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Jumiah Peta Risiko Perangkat Bkl
Perangkat Daerah Draerah

Berdasarkan tabel sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah disusun,

dapat disimpulkan bahwa fokus utama perangkat daerah adalah peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini tercermin dari upaya peningkatan kualitas

pengelolaan aset dan keuangan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi,

serta penerapan manajemen risiko secara sistematis.

Laporan Kinerja BPKAD Kab. Bengkalis 2025

10




BAB llI

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan

tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang

ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A.  Pengukuran Kinerja

Tabel 31
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025
NO |  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CARAIAN
1 2 3 4 5 B
Belum Ada
Meningkatnya Kualitas Hasil
1 Pengelolzan Barang  Millk | Indeks Pengelolaan Aset B Penilaian -
Daerah Dari Pihak
Terkait
Meningkatnya Kualitas Indeks Pengelolaan Keuangan
2 B B 100%
Pengelolaan Keuangan Daerah | Daerah
g | Meanghaina Nmannis Nilai Akuntabiitas Kinerja 77 75,56 98.11%
Perangkat Daerah
Terwujudnya pencegahan Persentase Partisipasi ASN
4 | Korupsi pada Perangkat dalam Survei Penilaian Integritas 100% 68.27T% 68.27%
Diaerah (3P} internal Perangkat Daerah
Milai Area Pengelolaan BMD
pada MCP Kopsurgah KPK 5% 55.9% 65.76%
Milai Area Penganggaran Daerah
85% 43.4% 51.05%
pada MCP pada Kopsurgah KPK
Meningkatnya Pengelolaan s
] Manajemen Risiko Perangkat Rijpih Peta REM FEsng 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Diaerah

[laerah

B. Analisis Kinerja

Capaian kinena merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara

keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan
berhasil dilaksanakan. Dan 5 (Lima) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator tersebut Dua Indikator

dinyatakan “berhasil’ dengan capaian 100%, sedangkan Satu indikator belum mendapatkan

hasil dari Kementerian Dalam Negen melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah .
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Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berkut

Sasaran 1
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah™
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Indikator — Tahun 2025 Capaian Tahun
o '“m A 2021 terhadap
i Target Realisasi Capaian Tahun 2025
Indeks Pengelolaan Aset - B
Rata-rata capaian
1. Indeks Pengelolaan Aset

Untuk Nilai Indeks Pengelolaan Aset Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Kementerian Dalam
Meger melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik
Daerah Belum Mengeluarkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset untuk Kabupaten Bengkalis. sehingga
Target Indeks Pengelolaan Aset yang telah ditetapkan belum dapat hasilnya.

Sasaran 2
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”
Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Capaian Tahun
’ Capaian A3t oias 2021 Terhadap
Indikator
2024 G ; Tahun 2025
Target Realisasi Capalan
Indeks Pengelolaan Keuangan B B ‘ B ‘ 100% B
Daerah
Rata-rata capaian 100%
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 telah
berhasil mendapat predikat B. hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daersh Pemenntah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 tanggal 12 Desember 2024, Dimana
Kabupaten Bengkalis mendapatkan indeks total 64,164 dengan predikat nilai B. Untuk Penilaian Tahun
2024 Belum Dikeluarkan Keputusan Menten Dalam Negen Republik Indonesia.
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Gambar 3.3
Skor Capaian Sasaran 2

80

60

20

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

g Target g Realisas: g Capaian

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

a.  Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

b. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APED Baik untuk fungsi pendidikan, urusan
kesehatan dan belanja insfrastruktur yang sesuai Perundang-undangan.

¢.  Kabupaten Bengkalis Telah Meraih OPINI BPK terhadap LKPD Selama 10 Tahun
berturut-turut

Potensi Hambatan

a. Transparasi Keuangan Daerah yang publikasinya tidak tepat waktu pengukapannya.

Strategi Pemecahan

a.  Transparasi Keuangan Daerah yang ketepatan wakiu pengungkapannya dan mudah di
akses.

Sasaran 3:
“Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan
Berkinerja Baik, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja evaluasi
internal dan capian kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja 98.12% dan target
Milai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dasrah 77 telah teresalisasi dengan Nilai 7555

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai benkut -
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Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strateqgis 3

Tahun Tahun Tahun : Capaian
i 2022 2023 2024 Tebun 2023 2024
Sndiaine . ) i ™ | Terhadap
Capaian Capaian Capaian Target Realisasi | Capaian 2025
Milai
Akuntabilitas
Kinerja BE EE EBE 7 Th.hh 98.12% 100%:
Perangkat
Daerah
Rata-Rata Capaian 08 12% 00 -53%

3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2024 Momor : 700.1.2. 1167/1TDA tanggal 22

Agustus 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mendapat
nilai 75.55 dengan kategori BB interpensi Sangat Baik dengan rincian nilai perencanaan kinerja

24 60, Pengukuran Kinerja 21.60 Pelaporan Kinerja 11.85 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinenja

Internal 17.50.

Gambar 3.8
Skor Capaian Sasaran 5

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Faktor pendorong keberhasilan 2asaran ini adalah :
a. Komitmen pimpinan dan organisasi

b. Perencanaan kinerja yang jelas

c. Peran AFIF dalam pengawasan

d. Dukungan anggaran dan SDM

« TARGET
= REALISAS]
= CAPAIAN
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e. Kesadaran regulasi dan pedoman resmi
Potensi Hambatan
a. Lemahnya pemahaman regulasl
b. Keterbatasan SDM dan kapasitas

c. kondisi geografis dan infrastruktur terbatas

Strategi Pemecahan

a. Memperkuat komitmen pimpinan dan budaya akuntabilitas.
bh.  Memberkan pengetahuan teknis bagi aparatur terkait penyusunan [KUMKK.
Mengoptimalkan peran APIP sebagai pengawas dan pendamping

d. Menyediakan anggaran yang memadai serfa memperbaiki infrastruktur pendukung.

4. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPl) internal Perangkat Daerah adalah
ukuran seberapa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di suatu perangkat daerah ikut serta dalam
survel yang bertujuan menilai tingkat integnitas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kerja
mereka. Berdasarkan hasil survei yang di  lakukan oleh KPK melalui  link
hitps:/fspi kpk go.id‘/dashboard/hasill Persentase Partisipasi ASN dalam 3Pl Intermal Perangkat
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan dengan
capaian 68.27%.

MCSP KPK adalah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention, sebuah
sistem pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK untuk memantau, mengendalikan, dan
mengawasi tata kelola pemerintahan daerah agar bersih dan transparan, menggantikan sistem
sebelumnya (MCP) dengan cakupan yang lebih luas dan lebih efektif untuk mencegah korupsi
sejak dini.

Pada Tahun 2025 berdasarkan hasil dar penilaian oleh MCSP KPK Bersama
Kemendagn, BPKP dan Kementerian/Lembaga Tekmis Terkait area Pengelclan BMD 8%
dengan bobot 0.08 dengan capaian 49 4 dengan kontnbusi terhadap capaian MCSP Per Area
3952 sedangkan area penganggaran daerah pada MCF Kopsurgah KPK 15 % dengan bobot
0.15 capaiannya 43.3 kontribusi terhadap capaian MSCP Per area 6.51. Pencapaian indikator

kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut -
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Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

s Tahun 2025 Capaian 2021
Indikator AR | — Terhadap 2025
Tahun 2024 | y3rqet | Realisasi | Capaian

Persentase Parfisipasi ASN dalam

Survei Penilaian Integritas  {3PI) 100% | G8.27% 68.27% 68.27%

internal Perangkat Daerah

Milai Area Pengeiolaan BMD pada B5.76%

MCP Kopsurgah KPK 85% 55.9% 65.76%

Milai Area Penganggaran Daerah

pada MCP Kopsurgah KPK 25% 43.40% 51.05% 51.05%
Hata-Rata Capaian 5912 5012

5. Meningkatnya pengelolaan manajeman risiko perangkat daerah

Pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah adalah serangkaian proses

sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis,

menilai, menangani, serta memantau nisiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan

organisasi, program, maupun kegiatan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap potensi hambatan atau ancaman dapat

dikendalikan sehingga perangkat daerah tetap mampu mencapai sasaran pembangunan

dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator Peta risiko Perangkat Dearah tahun 2025 dan target 1 dokumen terealisasi 1

dokumen dengan capaian 100%.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5
S Tahun 2025 Capaian 2021
Indikator p TEI’IIH'UHP 2025
Tahun 2024 | 137qet | Realisasi | Capaian
Jumiah peta risiko perangkat daerah 1 Dokumen 1 1 100% 100%
Rata-Rata Capaian 100% 100%

Faktor pendorong keberhasilan 2agaran ini adalah :

a. Kepala daerah dan pimpinan OPD yang serius terhadap penerapan manajemen risiko akan

mendorong konsistensi.
b. Ketersediaan Requiasi dan Pedoman
c. SDM kompeten
d. Ketersediaan data dan informasi

e. Budaya akuntabilitas dan transparansi
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Potensi Hambatan
a. Kurangnya pemahaman konsep risiko
b. Keterbatasan SDM dan kapasitas teknis
c. Kondisi geografis dan infrastruktur terbatas
Strategi Pemecahan
. Memperkuat komitmen pimpinan dan budaya akuntabilitas.

a
b. Memastikan data yang valid sebagai dasar analisis.

o

Meningkatkan koordinasi antar-OPD agar risiko lintas sektor dapat diantisipasi.
d. Mengoptimalkan peran APIP sebagai pengawas dan pendamping

e. Menyediakan anggaran yang memadai serta memperbaiki infrastruktur pendukung

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025
adalah sebesar Rp 426404350458 atau 5588% dan pagu Belanja sebesar
Rp. 763.10954047972 Adspun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar
Rp. 397.224 938 347 atau 54 46% dan pagu belanja Rp. 7292731767 93872 Sementara,
penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang
Milik Daerah yaitu sebesar Rp. 3.013.8831.169 atau 78.47% dan pagu belanja sebesar
Rp. 3.840.317.915 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025 sebagai berkut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja dan Anggaran TA. 2025
Anggaran
Sasaran I?:ata-f:-rta g4
B B apaian Target Realisasi %

Meningkatnya Kualitas
Pengermaan Earang Milik Daerah - 3.840.317 915 3.013.881.168 T8.47%
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 729.273.767.938.72 395.332.989.724 54.21%
Meningkatnya Manajemen yang
Akuntabel dan Berkineria dg Baik 100% 29.995 454 626 28.057 488 565 93.5%

Total T63.109.540 479,72 | 426.404.359 453 55.88%
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D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya TA. 2025
No. Sasaran Capaian Kinerja Reatmnas Tingkat Efisiensi
Anggaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
" | Barang ik Deeran i
5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 100% 54 45% 45.54%

B Keuangan Daerah : = :

Meningkamys  Manajemen  yang

3| Akuntabel dan Berkineria dg Baik iy TR i

Pada Tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
capaiannya tidak terpenuhi hal ini karena Kementerian Dalam MNegeri melalui Direkiorat Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Belum
Mengeluarkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset untuk Kabupaten Bengkalis, sehingga Target Indeks
Pengelolaan Aset yang telah ditetapkan belum dapat hasilnya. pada sasaran meningkatnya
kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan
83.73 % dan tingkat efisiensi 16.63%. Dan sasaran meningkatnya manajemen yang akuntabel dan
berkinerja dengan baik capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 93.5% dengan tingkat
efisiensi 20.88%.

E. Analiziz Program /Kegiatan

Adapun program yang menunjang untuk indikator capaian kinerja indikator indeks
pengelolaan asset adalah program pengelolaan barang milik daerah dengan kegiatan pengelolaan
barang milik daerah. Program yang menunjang indikator indeks pengelolaan keuangan daerah
adalah program pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan yaitu kegiatan
koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, kegiatan koordinasi dan pengelolaan
perbendaharaan daerah, kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah, dan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
Program yang menunjang indicator Kinerja nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalzah
program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota denga kegiatan Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
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PENUTUP

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini tercermin dan
tercapainya beberapa indikator kinerja strategis seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan
pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah yang berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,
serta capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berada pada kategori sangat baik.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian untuk
ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas serta
peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, guna memperkuat upaya
pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, Selain itu, indeks
Pengelolaan Aset belum dapat dinilai karena hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri belum
diterbitkan.

Beberapa langkah meningkatnya kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan
yang dilakukan.

2. Penetapan program dan kegiatan dengan penganggaran berbasis kinerja yang lepat sasaran
sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang
direncanakan.

3. Mempricritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara
maksimal.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis,  Januari 2026
H’.epala Badan F'engeinla

N ﬁmgma lﬁtama Muda (1V/c)
—=NIP. 19750302 200212 1 004
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Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

| NO l SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
- = = y
1 | Meningkatmyn Kualtas | Indeks Pengalolaan Aset
Pengelolaan Kaumngan B
m — 4 - —
2 | Meningkatnya Kimlitas | Indeks Pengelolaan
| Pengelclaan Feuangan | Keuangan Daerah BB
Digerah |
3 | Meningkatrya Akuntabilitas | Milsi  Akyntabilias Kinerja
Kinetja Perangkat Dasrah Peranghat Dasrah T
& | Terwujudnya Persentase Partsipas ASN | |
Pencegahan Korups dalam  Survei  Paeniaian 100%
pada Perangkal Daerah integrilas  (SP1)  intermal
Perangkat Daerah
Nilai Area Pangedolaan BMD 5%
daerah pada MCP
| Wopsurgsh®KPK | 000
Mitai Area Penganggaran 85%
| daerah pada MCPF
|Kopsurgah KPK L
5 ”w"""’:ﬂ - [hmiah: Poin  Fiio SO
|| Risko Perangkat Daeran | "=rPnaket Dasran i TS
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1. Program Pengelolaan Keuangan Dasrah Rp 403.029 141576
Program Pengelctaan Barang Milk Daarah Rp 5. 068 668,534
Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daesrah
Kabupaten/Kota wp ST S04
Jumiah Rp  445.791.194.343
Bangkalts, Januan 20250
BUPATI BEN IS KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
KASMARNMI, 5.50s., MMP H. AREADY
PEMBINA UTAMA MUDA

KiIF. 18750302 200212 1 004
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Lampiran

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD KAB. BENGKALIS 2021-2026
TUGAS : Melaksanakan tugas panunjang Pemarnntahan yang menjadi kewenangan dasrsh di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

FUNGS! 1. Menyelenggarean perumusan kebijakan koordinas), fesilitaal, pemantauan, evaluas, pelaporan, pengelolsan keuangan den aset daerah
2. Pelsksanaan wgas, fungst Bendahara Umum Daesah dan Pejabat Pengelots Keuangan Deerah (PPRD)
3. Pelaksanaan Pengeiolaan Kekayaan Daerah

4. Pedaksanaan wlutan perbendsharaan dan tuntutan gant rugi (TPTGR) dan

5. Pedahsanaan lungsi lain yang diberikan okh Bupati Bengkals

nacitama Muda T |
50302 200212 1 004

NO. SASARAM STRATEGIS INDIHATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI KETERANGAN
Meningkainya  Kuslts=s  Pengelclaan|indeks Pengelolaan Asat Pengmlciaan BMD yang Akuniabsl dan|biia yang dikefuarkan oleh Hamantarian Calar Bidang Aset
Barang Wik Daarsh Produktll, Kepaluban Pengaloiaan BMD|Megen Direktorat Badan Usaha Mk Daerah

Tarhadap Faraturan Persndangan, [Bedan Layanan Umum Dasrah, dan Barangp
1 Pengawasan dan Pengendalian BMD yarg| Milik Dasrah
Efekif den Administrasi BMD yang Andal
Legnifgkaingm  Kunlites  Pengelolzan|indeks Pengelolasn Heuangan Daerah  |Hesesvain  Dokumen  Perencansan  dan|Mile yang aikeluarksn oien BAFPEDALITBANG| Bldang Anggaran,
Keuangan Daersh Penganggaran, Kualitas Anggaran Befanja| Provingi Rim Bidang
Dalem APBO, Transparasi Pensgelolasn Perhandaharsn,
2 Ko Iaﬁnain II:FII:BE b dan Opi Igigi Bk Ao
H qan i pin Paiapora
alzs Leporan Keuangan  Pemenniah " !
Cimnrah
leningkatys IVanaEmen yang:Milai Akuntablitss Perangkat Daerah Evalumi feriiadap manasemen kineqa yang| NS Akunlabliles Kinera Perangkal Dasrah Sakmaiariat
Alurtnbel dan Berkinesa Bk malipul Perencanaan Kinena, Pengukuran|yang Dikeluarkab inapekiorat Dasrah
3 Kincrin, Polaporan Kinera dan  Evaluasi
Inderrial Aliniabitees Kinejs
HEUANGAN

Laporan Kinerja BPKAD Kab. Bengkalis 2025

21



